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Abstrak

Hu kum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingku p kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan
mengalami peristiwa hu kum yang dinamakan kematian berkaitan dengan masalah bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penelitian ini bertujuan untu k
mengidentifikasi hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian. Tipe
penelitian yang digunakan adalah metcde penelitian hu kum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian
menunjukkan Hak ist ri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian yaitu istri
memiliki hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan
atas kerja sama yang dilakukan oleh isteri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari awal
perkawinan sampai akhimya suami telah meninggal dunia. Istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan
berhak menikmati penghasilan dari harta tersebut seumur hidu p, jika perlu. Upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh istri adalah Liti gasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan N on Litigasi yaitu
penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kata kunci: Hak waris, Harta Perkawinan, Hak Isteri.

Abstract

Inheritance law is closely related to the scope of human life, because every human being will experience a legal
event called death related to the problem of how to manage and continue the rights and obligations of someone
who dies. This study aims to identify the wife's rights to joint property in a marriage that is broken up due to
death. The type of research used is a normative legal research method with a statutory approach. The technique
of collecting legal materials uses Documentation Studies and Literature Studies. The results showed that the
wife's rights to joint property in a marriage that broke up due to death, namely the wife has half rights to the
property because the property is obtained from the results obtained from the cooperation carried out by the wife
and husband who have been bound in marriage both from the beginning of the marriage until the end of the
marriage. Finally the husband has died. The wife does not get a share as an inheritance, but is entitled to enjoy
the income from the property for life, if necessary. Legal remedies that can be taken by the wife are Litigation,
which is dispute resolution in court and Non-Litigation, namely dispute resolution outside the court.

Keywords: Inheritance rights, Marital property, Wife's rights.

I. PENDAHULUAN

Menurut Rainulyo (2005:3), “Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan
manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hu ku m yang dinamakan kemati an
berkaitan dengan masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sesenrang
yang meninggal dunia tersebut” Ketidakpahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang
harta bersama mampu mempersulit dalam pembagian harta bersama secara benar harta benda dalam
perkawinan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diamandemen
menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan meru pak an salah satu bentuk
hu ku m di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumn ya.

Dikutip dari (Atmadja & Budiartha, 2018), Salah satu teori umu m tentang huku m, bukan
tata hukum dari negara tenentu. Teori umum tentang hukum, bukan pula melakukan interpretasi
terhadap norma-norma hukum intemational Namun di jaman yang sudah modem ini, wanita dan pria
hampir sama berkesempatannya dalam melakukan pergaulan secara sosial, wanita juga sering
memiliki peran dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut dipastikan akan membawa
pengaruh bagi kehidupan perkawinan yaitu kekayaan dalam suatu perkawinan, baik selama
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perkawinan tersebut berlangsung mau pun jika terjadi perceraian.

Harta bersama merupakan bagian dari hanya yang didapatkan setelah melakukan sebuah
perkawinan sekaligus macam dari sekian banyak harta yang dimili Ki oleh seseorang. Apabila suami
dalam perkahwinan tersebut mengalami kematian sehingga menyebabkan putusnya perkawinan antara
suami isteri yang disebabkan oleh kematian akan mengakibatkan munculnya hak waris atas
kepemilikan harta bersama. Karena, pada dasarnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan salah satu didalamnya adalah tentang harta.
Di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, “kedudukan janda perumpuan ini telah pula mempunyai
kedudukan huku m dalam mewarisi harta suaminya.” Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No0.30
1 K/Sip/ 196 | tanggal 27 December 1961 disebutkan; “seorang janda adalah ahli waris dari almarhum
suaminya demikian berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya bagian mana adalah sama
dengan bagian anak kandung dari suaminya. Peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris,
objek waris berdasarkan harta warisan peninggalan seseorang disebut dengan hubungan waris.”

Dikutip dari Ellyne (2021), “Di dalam rumah tangga suami-isteri itu, apabila suamin ya telah
meninggal dunia akan mempunyai kedudu kan yang khusus, oleh karena apabila, misalnya anak-anak
telah mencari semua, isteri sebagai janda tinggal sendirian di dalam rumah tangga yang ditinggalkan
oleh almarhum suamin ya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untu k me megang
harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukan dan selama hidupnya”. Sesudah si pewaris
meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisn
ya dalam keadaan terbagi- bagi atau tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut
berada dalam penguasaan yaitu penguasaan land a dan Penguasaan Anak. Hak janda untu k menarik
penghasilan dari harta peninggalan suamin ya, berlangsung seu mur hidu p, kecuali jikalau janda itu
kawin lagi. Dengan perkawinan baru itu , si janda melepaskan kedudukann ya dalam rumah tangga
suaminya yang telah meninggal dunia, dan menjadi anggota ru mah tangga baru (Ell yne, 2018:46)

Dalam hal menguraikan kedudu kan janda, yang dimaksudkan ialah janda yang telah lama
hidup bersama dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Dalam keadaan konkrit yang
istimewa, misalnya jikalau seorang perempuan belum lama kawin, belum mempun yai anak, bahkan
belum lagi ada barang gono gini dan suaminya meninggal, maka barang asal suamin ya pulang
kembali pada keluarganya sendiri.

Dikutip dari Soekanto (2005), “land a tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suami,
tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hid up janda. Apabila
untu k nafkahn ya janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suamin ya. Oleh
sebab itu , untu k nafkah ini disediakan harta gana- gini, jika barang-barang tersebut tidak mencu ku
pi untu k nafkah, maka ahli waris dapat menunju k supaya barang- barang harta asal dari peninggalan
haria diterimakan kepada mereka. Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang
asal dari suami dapat dipakai untu k keperluan hidup janda. Harta peninggalan dibagi- bagi asal janda
terpelihara dalam hidu pnya, misaln ya janda sudah dapat pewaris atau nafkah dijamin oleh beberapa
waris. Dan, apabila janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk
dalam rumah tangga baru . Dalam hal ini barang gana-gini dapat dibagi- bagi antara janda yang kawin
lagi.”

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, harta
bersama suami-istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, ingga
yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri (Satrio,
1993). Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak
perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir  atau  putusnya  perkawinan  akibat
perceraian, natian maupun putusan Pengadilan (Darmabrata et al., 2016). Harta bawaan dan harta
perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan
bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain (Kamello et al., 2016)

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, dijaga kelanggengannya, dan
dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri
untuk mencapai suatu tujuan bersama (Wijayanti, 2013). Harta perkawinan merupakan masalah yang
sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga
Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga
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bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan
suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.
Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini
ingin mengerahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-pundang
perkawinan, (Evi Djuniarti). Pembagian harta bersama akibat cerai mati diatur dalam pasal 96 yang
mana pembagiannya 50:50, kemudian cerai hidup diatur dalam pasal 97 yang baginnya seperdua bagi
masing-masing pihak. Jika dicermati pada dasamya dua pasal tersebut sama-samamengatur jika
terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapat bagian 50:50 (Tetty Haryati,).

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa isteri yang ditinggalkan oleh suami akibat kematian
memili ki hak juga dalam harta bersama yang telah diperoleh oleh pasangan suami isteri tersebut
semenjak perkawinan terjadi sampai si suami mengalami kemat ian. Oleh karena itu, kehidupan dari
si janda juga harus terpelihara.

Il. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hu kum normatif Pendekatan masalah yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan
hukum menggunakan Studi Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Bahan-bahan hu kum yang telah
diperoleh dari kepustakaan baik berupa konsep-konsep hu kum maupun peraturan perundang-
undangan akan dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis. Bahan hukum yang akan digunakan
adalah Undang-undang Dasar Repu blik Indonesia Tahun 1945 ; U ndang-tJndang No. 1 Tahun 1974
yang telah diamandemen menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-
undang N o. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Y urisprudensi M ahkamah Agung Nomor
301 K/Sip/ 1962 yang menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli war is dari almarhum suaminya
berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung
dari suaminya; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 263 K/Sip/ 1959 yang menyebutkan
bahwa menurut Hukum Adat, Jawa Tengah, seorang janda berhak untu k membagi -bagikan harta
keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

I1l. PEMBAHASAN
1. Dasar Persoalan Hak Waris Antara Keluarga Suami dan Ister yang Ditinggalkan Mati oleh
Suami

Dasar persoal an hak waris antara keluarga suami dan isteri adalah berawal dari terjadinya konflik.
Dalam penelitian ini konflik yang terjadi adalah keluarga suami mempermasalahkan kepemilikan
harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri tersebut. Sehingga terjadinya konflik diantara
keluarga suami dan isteri tersebut. Ketika konflik yang terjadi semakin besar dan tidak ter kendali hal
tersebut yang melatar belakangi terjadinya sengketa. Sengketa dalam penelitian ini adalah harta
bersama yang diperebutkan oleh keluarga suami yang sudah meninggal dengan isteri.

Harta bersama dalam suatu pemikahan diatur dalam Bab VI Kitab Undang-undang Hukum
Perdata atau yang biasa disebut dengan KUHP. Pasal 1 20 KUHPerdata didalamnya: “Berkaitan
dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang- barang bergerak dan barang-barang
tak bergerak suami isteri itu , baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang
mereka peroleh secara cuma-cu ma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang
menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Harta bersama tersebut merupakan harta yang didapatkan oleh suami isteri selama masa
perkahwinannya. Dimana dalam penelitian ini sampai dengan terjadinya kematian si suami. Kematian
tersebut menyebabkan isteri atau si janda ditinggalkan yang mengakibatkan penguasaan dalam harta
bersama yang diperoleh selama masa perkawinan hingga kematian si suami. Namun, semasa hidu
pnya si suami juga memiliki keluarga yang memiliki hubungan darah dengan suami yang telah
meninggal. Pada dasamya, keluarga si suami tidak memiliki hak apapun terhadap harta bersama yang
dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut bersama dengan isteri atau janda yang
ditinggalkannya. Namun, dalam beberapa kasus, banyak keluarga yang juga merasa bahwa mereka
memiliki hak terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami yang telah meninggal tersebut.

Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satu
meninggal dunia baik istri maupun suami yang terlebi h dahulu meninggal hingga terbu kanya
warisan, dalam hal suami istri mempunyai anak maka ahli waris yang berhak menerimanya adalah
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istri/suami yang masih hidup dengan anakanaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam, namun
pembagian warisan akan menjadi semakin ru mit manakala suami istri tidak mempunyai keturunan
atau hanya mempunyai anak angkat kemudian salah satu pewaris meninggal dunia (baik suami atau
pun istri) maka terdapat ahli waris lain dari pihak pewaris yang meninggal dunia tersebut untuk
mendapat bagian disamping ada hak waris istri yang ditinggalkan pewaris, yang dikalangan aware
hukum pembagian warisan tersebut menjadi polemik di lingkungan keluarga hingga berujung
sengketa di Pengadilan.

Dikutip dari Ellyne, (2018), “Masalah waris merupakan masalah yang sangat penting, karena
terkait dengan harta waris di mana jika pembagianya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan
sengketa antara ahli warisnya. Pembagian harta waris pada ketiga sisters kekerabatan pada dasamya
dapat dilakukan dengan mus yawarah mufakat dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya
pembagian harta warisan dapat mengaki batkan perpecahan antara anggota keluarga atau kerabat.
apabila dalam mus yawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga akan
menggugat pihak lain dalam suatu lembaga peradilan” Dalam Pasal 124 K UH Perdata disebutkan
bahwa : “Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama
masih hidu p, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau ju
mlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan
perkahwinan mereka, untuk memberi suatu kedudu kan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan
ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntu kkan untuk
dirinya hak pakai hasil dari barang itu.” Sengketa muncul karena keserakahan untuk menguasai dan
mendapatkan harta warisan. Mereka ingin dimasukan sebagai pihak ahli waris dengan mendapatkan
persentase yang lebih besar atas harta warisan. Dalam penelitian ini pihak keluarga suami ingin
mendapatkan pembagian yang lebih besar atas hana peninggalan suami yang termasuk harta bersama
di dalamnya. Pemicu sengketa warisan dalam praktek ada yang muncul karena pihak keluarga suami
menjadi serakah atas harta peninggalan suami yang telah meninggal. Hal tersebut merupakan hal yang
mendasari persoalan antara keluarga suami dan istri yang ditinggalkan suami.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Isteri yang Ditinggal Mati Terhadap Harta Bersama
yang Dipersoalkan Oleh Keluarga Suami

Upaya hukum menurut Tjukup & Krisnawati (2019), "upaya hukum yang dapat dilakukan
isteri yang ditinggalkan mati oleh suami terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga
suami secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan u paya penyelesaian sengketa diluar
pengadilan atau N on Litigasi dan u paya penyelesaian sengketa di dalam pengadilan Litigasi. Dalam
hal pemilihan antara kedua u paya hukum tersebut dilakukan oleh pemilik sengketa baik dari keluarga
suaini maupun dari isteri yang ditinggalkan”. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang
bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara dan di luar
pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi,
arbitrate, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentu k penyelesaian sengketa yang sangat akrab
diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai
oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasamya dapat diterima oleh para pihak
yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwamai
dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para
pihak yang bersengketa.

Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka
menurut hukum terjadi harta bersama men yeluru h antara suami isteri, sejau h tentang hal itu tidak
diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama
perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diu batt dengan suatu persetujuan antara suami
isteri”’. Non Litigasi atau Altemative Dispute Resolution merupakan “altematif penyelesaian perkara
di luar litigasi di pengadilan dengan harapan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan moto win
win solution. Para ahli waris dapat mencapai kesepakatan pembagian hana waris, dengan bagian waris
masing- masing yang telah disepakati atau yang telah direlakan antara semua ahli waris, meskipun
jumlah pembagian waris menyimpang ketentuan waris yang ditentukan asalkan semua ahli war is
sepakat dan mengetahui bagian yang semestinya didapat.” Penyelesaian kewarisan ini adalah
penyelesaian hukum yang mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, terutama bagi seorang istri
yang telah ditinggalkan meninggal oleh suaminya dengan keluarga suami karena permasalahan hak
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waris.

Untuk menyelesaikan sengketa waris diluar pengadilan atau secara Non Litigasi jalan yang
dapat ditempu h adalah melalui mediasi. Dasar hukum yang peneliti gunakan yaitu sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrate dan Altematif Penyelesaian
Sengketa. Mediasi merupakan altematif yang sederhana dalam penyelesaian sengketa pada umumnya
termasuk juga sengketa hak waris. Adapun mediasi di luar pengadilan, selama ini mendasarkan pada
Undang IN ndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrate dan Altematif Penyelesaian Sengketa.
Mediasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak,
sehingga diperlukan pihak ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memihak ke salah satu pihak.
Keberadaan pihak keti ga sebagai mediator untuk memberi kan arahan huku m kepada para pihak
yang bersengketa agar masing making mendapatkan solusi yang terbaik atas dasar kesepakatan
bersama. Terlebih dalam sengketa hak waris yang melibatkan lingkungan keluarga. Hasil mediasi
dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai, tanda tangan para pihak yang bersengketa
diselesaikan oleh mediator. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 185 1 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, “perjanjian perdamaian itu sendiri pada dasamya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan
dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara”. “Namun apabila
permasalahan hu kum tersebut tidak kunjung selesai dengan cara damai melalui negosiasi, mediasi
kompromi dan lain-lain, maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan
mengajukan suatu tuntutan hak beru pa gugatan perdata terhadap hana bersama yang dipersoalkan
oleh keluarga suami yang telah meninggal tersebut pada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam
wilayah hukumnya. Jika keluarga suami mempersoalkan atau menghalang-halangi isteri yang
ditinggalkan ter kait dengan pembagian harta bersama tersebut, maka upaya hukum yang dapat janda
laku kan adalah mengaju kan gugatan guna memperjuangkan hak yang dimiliki janda atas harta
bersama yang telah dibangun bersama pada saat dimulainya perkawinan atau dalam mengarungi
bahtera ru matt tangga hingga akhimya sang suami meninggalkan dunia terlebih dahulu”

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hak isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan yang putus karena kematian iaitu isteri memiliki
hak setengah terhadap harta tersebut dikarenakan harta tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan
atas kerja sama yang dilakukan oleh isteri dan suami yang sudah terikat dalam perkawinan baik dari
awal perkawinan sampai akhimya suami telah meninggal dunia. Dari harta peninggalan suaminya,
istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan berhak menikmati penghasilan dari harta
tersebut seumur hidup, jika perlu. Untuk nafkahnya itu istri (janda) dapat pula diberi bagian yang
layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi, asal saja
kehidupan si janda terpelihara, misalnya janda telah mendapat pewarisan pada waktu suaminya masih
hidu p atau nafkahnya itu dijamin oleh seorang atau beberapa ahli waris. Mungkin pula janda diberi
bagian yang layak dari harta peninggalan, untu k nafkahnya dan mungkin janda itu kawin lagi dengan
orang lain, sehingga nafkahnya tak perlu dijamin lagi dari harta peninggalan suaminya yang
meninggal. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya
terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami pada dasar nya ada dua jenis yaitu
Litigasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dengan jalur non litigasi dalam dilakukan
dengan u paya mediasi dengan bantuan mediator. Untu k penyelesaian sengketa dengan jal ur Litigasi
dapat dilakukan dengan penggugatan mengenai hak yang dimiliki oleh isteri berkaitan dengan harta
bersama yang dihalang-halangi oleh keluar ga suami.

2. Saran

Kepada pihak isteri yang ditinggalkan oleh suami karena kematian agar tetap tinggal dan mengasu h
anak-anak secara baik dan benar, dengan menjalankan amanat dari suami yang meninggalkannya.
Juga menjaga harta bersama atau pun harta inmateriil peninggalan suami yang nantinya akan
dilanjutkan pemeliharaannya oleh anak-anaknya jika telah dewasa nanti. Kepada keluarga suami yang
mempersoalkan harta bersama yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggalkan isteri sahnya
adalah ketika ada permasalahan terkait dengan pembagian harta bersama maka yang harus dilakukan
adalah segera menyelesaikanya dengan musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan anak-
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anak almarhum dan biaya hidup isterinya yang masih menjaga dan merawat anak-anaknya atau
keturunannya.
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